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ABSTRAK

Tulisan ini menganalisis proses implementasi United Nation Guiding Principles on Business and
Human Rights (UNGPs) di Indonesia. Penulis mengaplikasikan konsep mengenai rezim
internasional dalam melihat bagaimana efektifitas jalannya ratifikasi norma internasional UNGPs
di Indonesia. Berdasarkan (eori rezim internasional yang dikemukakan oleh Gianluca Ferraro
yang terdiri dari lima fase. Dalam setiap fase, penulis menganalisis proses ratifikasi dan kondisi
domestik negara dalam menyikapi UNGPs. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa
implementasi UNGPs dalam fase ratification pemerintah Indonesia dengan dinamika diskusi
HAM yang terjadi menjadikan norma UNGPs sebagai semangat perbaikan HAM di Indonesia.
Pada fasc sclanjutnya yaitu Transformation into national legislation UNGPs oleh pemerintah
Indonesia diaplikasikan ke dalam bentuk peraturan berupa Rencana Aksi Nasional Bisnis dan
HAM (RANHAM). UNGDPs melalui RANHAM mengemukakan tiga pilar utama dalam
penegakan HAM yaitu, perlindungan, penghormatan dan pemulihan terhadap pelanggaran HAM.
Selanjutnya transformation into national legislation yang diwujudkan dengan Perpres No. 75
Tahun 2015. Fase Exercise of national programme melalui RANHAM dan Target Group
Response yang dikawal oleh Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM. Selanjutnya penulis
menemukan bahwa fase Consequence target groups response to regulation menjadi tidak
maksimal dengan kondisi Indonesia yang memberikan ruang lebih untuk pelaku bisnis dan tidak
memaksimalkan peranannya sebagai lembaga yang memastikan HAM berjalan dengan baik.

Kata Kunci: UNGPs, RANHAM, Implementasi Norma HAM Indonesia, Rezim Internasional
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ABSTRACT

T’"-‘. paper analyzes the implementation process of the United Nations Guiding Principles on
{?tuxnc'.\'.v and Human Rights (UNGPs) in Indonesia. The author applies the concept of the
international regime in seeing how effective the ratification of international norms of UNGPs in
Indonesia is. Based on the theory of the international regime put forward by Gianluca Ferraro
which consists of five phases. In each phase, the authors analyze the ratification process and
domestic conditions of the country in responding to UNGPs. lhe results of the discussion
showed that the implementation of UNGPs in the ratification phase of the Indonesian
government with the dynamics of human rights discussions that occurred made the UNGPs
horms a spirit of human rights improvement in Indonesia. In the next phase, namely
Transformation into national legisiation, UNGPs by the Indonesian government are applied in
the form of regulations in the form of National Action Plans, Business and Human Rights
(RANHAM). UNGPs through RANHAM put forward three main pillars in upholding human
rights, namely, protection, respect and recovery of human rights violations. Furthermore,
transformation into national legislation was realized with Presidential Decree No. 75 of 20135.
The Exercise phase of the national programme through RANHAM and Target Group Response is
overseen by the National Task Force on Business and Human Rights. Furthermore, the author
finds that the Consequence phase of target groups response fo regulation is not optimal with

Indonesian conditions that provide more space for business people and do not maximize their
role as a institution that ensures human rights run well,

Keywords: UNGPs, RANHAM, Implementation of Indonesian Human Rights Norms,
International Regime
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BAB |

LATAR BELAKANG

1.1 Latar Belakang

Negara secara tradisional dianggap sebagai pengemban tugas utama (main duty-bearer)
dalam kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM), karena negara diberikan kekuatan dan
kapasitas yang lebih unggul dibandingkan dengan aktor lainnya. Oleh karenanya, konseptualisasi
HAM dan tanggung jawab untuk HAM hingga saat ini masih didominasi pandangan negara-
sentris (state-centric). Sebagian besar karya akademisi dan praktisi difokuskan pada pelanggaran
oleh negara dan pembebanan tanggung jawab kepada Negara. (Karp, 2015)

Namun, beberapa waktu terakhir terjadi sebuah perubahan sistem pada aktor-aktor yang
ada dalam suatu sistem negara atau dalam sistem internasional, dalam berbagai diskusi tentang
aktor non-negara juga dibebani tanggung jawab terhadap HAM. Hal ini dapat dimaknai bahwa
pandangan tradisional ini telah ditantang mengingat rezim HAM saat ini telah mengalami
transformasi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Aktor non-negara telah juga diakui
mengemban alokasi tugas dalam kaitannya dengan HAM, terutama karena beberapa dari mereka
menyaingi kekuatan ekonomi dan organisasi negara sehingga memungkinkan untuk campur
tangan dalam realisasi HAM. Aktor non-negara ini diletakkan dalam posisi untuk melindungi
dan memenuhi HAM. Sementara itu, dari sudut pandang dan sisi lain terdapat beberapa negara
yang memiliki ketidakmampuan dalam memberikan perlindungan, pemenuhan dan
penghormatan terhadap HAM.

Indonesia sudah mendeklarasikan penghormatan terhadap HAM sebagaimana tertuang

dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat hak asasi selaku
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manusia baik manusia selaku makhluk pribadi maupun sebagai makhluk sosial yang di dalam
kehidupannya itu semua menjadi sesuatu yang inheren, serta dipertegas dalam Pancasila. Jika
dilihat dari deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM), Bangsa Indonesia lebih dahulu terbentuk dari
pada Hak asasi Manusia PBB yang baru terbentuk pada tahun 1948.

Penuntasan kasus pelanggaran HAM masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah
Indonesia. Selain mengusut dan menuntaskan kasus HAM berat seperti peristiwa 1965 dan
penculikan aktivis 1998, kasus yang tidak kalah penting untuk dijadikan sebagai sebuah
diskursus adalah pelanggaran HAM di sektor bisnis. Perusahaan yang telah menjalin hubungan
dengan berbagai institusi di dalam yurisdiksi negara. Dalam hal ini, nilai-nilai HAM menjadi
dasar para pengambil kebijakan perusahaan yang membatasi politik kekuasaan ketika menjalin
kemitraan dengan para pemangku kepentingan. Artinya, perusahaan yang melakukan bisnis di
suatu negara harus menghormati dan mematuhi berbagai undang-undang dan peraturan di tempat
dia melakukan bisnis, termasuk menjamin keberlangsungan terjaganya HAM.

Meskipun isu bisnis terkesan berjarak dengan HAM, tapi sektor ini banyak melahirkan
kasus yang merenggut HAM. Menurut data dalam laporan tahunan Komnas HAM tahun 2020,
sektor korporasi termasuk pihak yang paling banyak diadukan. Dari total 2.639 kasus yang
dilaporkan ke Komnas HAM, korporasi menempati urutan kedua paling banyak dilaporkan
dengan 455 jumlah kasus, sedangkan posisi pertama ditempati institusi Polri dengan 758 kasus.
Selain kedua lembaga tersebut, pemerintah daerah juga menjadi pihak ketiga yang paling banyak

dilaporkan dengan 276 kasus.
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Gambar 1. 1 Jumlah Laporan Pengaduan Pelanggaran HAM di Indonesia

Jumlah Laporan Pengaduan Pelanggaran HAM di Indonesia
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Pada 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016, Komnas HAM, telah menerima berkas
pengaduan sebanyak 7.188 berkas. Berdasarkan data pengaduan tersebut, instansi dengan jumlah
pengaduan tertinggi adalah Kepolisian (2.290 berkas), Korporasi (1.030 berkas), Pemerintah
Daerah (931 berkas), Pemerintah Pusat/ Kementerian (619 berkas), Lembaga Peradilan (436
berkas), BUMN/BUMD (359 berkas), Kejaksaan (214 berkas), Lembaga Negara (Non
Kementerian) (122 berkas), dan Lembaga Pendidikan (108 berkas). Berdasarkan aktor atau
insitusi yang diadukan, berdasarkan berkas yang masuk, kepolisian adalah yang paling banyak
diadukan oleh masyarakat yaitu sebanyak 2.290 berkas, disusul oleh korporasi sebanyak 1.030
berkas dan Pemerintah Daerah sebanyak 981 berkas. Dengan gambaran data pengaduan tersebut,

selama beberapa tahun berturut-turut, tiga aktor atau institusi yang paling banyak diadukan
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masih tetap, yaitu Kepolisian, Korporasi, dan Pemerintah Daerah. Demikian juga dengan

klasifikasi pengaduan, terbanyak adalah hak atas keadilan dan kesejahteraan.

Sementara sepanjang 2017 Komnas HAM telah menerima sebanyak 5.387 berkas,
Kepolisian sebanyak 1.652 berkas, Korporasi 866 berkas dan Pemerintah Daerah sebanyak 597
berkas. Kepolisian, Korporasi, dan Pemerintah Daerah merupakan 3 (tiga) institusi yang paling

banyak diadukan oleh masyarakat Hal ini tergambar setidaknya selama 3 (tiga) tahun terakhir

Hak atas kesejahteraan dan hak memperoleh keadilan menjadi tema hak yang paling
banyak dilanggar selama tahun 2017 Tema hak atas kesejahteraan, yang menjadi tema hak paling
banyak diadukan berjumlah 2.136 berkas, berkisar pada konflik lahan, sengketa ketenagakerjaan
dan kepegawaian, penggusuran rumah tinggal dan pedagang, hak atas kesehatan, serta buruh

migran.

Tema hak memperoleh keadilan, yang berjumlah 1.857 berkas pengaduan menempati
urutan kedua hak paling banyak diadukan, pada umumnya berkaitan erat dengan kinerja aparat
penegak hukum yang meliputi Kepolisian, Kejaksaan, dan Lembaga Peradilan yang dilaporkan
bekerja tidak sesuai dengan prosedur atau harapan masyarakat sebagai pengadu Praktik
kriminalisasi, mafia hukum, hingga peradilan sesat masih saja menjadi bumbu getir dalam
kondisi penegakan hukum di Indonesia Karenanya, pengadu menaruh harapan kepada Komnas
HAM agar paling tidak dapat menjadi penyeimbang kondisi hukum dari aspek penegakan hak
asas1 manusia Masalah-masalah HAM yang menonjol selama 2017 dijabarkan lebih lanjut

dengan contoh beberapa peristiwa yang ditangani oleh Komnas HAM RI.

Pada 2018 Komnas HAM melalui Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan (DPP)

menerima 6.098 berkas pengaduan. Berkas tersebut terdiri dari 2.244 kasus baru satu kali
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diadukan dan 3.854 berkas atas kasus yang sudah ditangani mulai dari tahun-tahun sebelum- nya.
Berkas pengaduan tersebut disampaikan baik oleh pengadu maupun oleh pihak yang diadukan

(da- lam rangka pemberian klarifikasi).

Pada Tahun 2019, Komnas HAM RI menerima 5.314 berkas aduan dimana tempat keja
diannya (locus delictie) tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan UU HAM,

terdapat 10 tema hak yang diakui dan dijamin, yaitu:

1. hak untuk hidup;

2. hak berkeluarga dan me lanjutkan keturunan;
3. hak mengembang kan diri;

4. hak memperoleh keadilan;

5. hak atas kebebasan pribadi;

6. hak atas rasa aman;

7. hak atas kesejahteraan;

8. hak turut serta dalam pemerintahan;

9. hak perempuan;

10. hak anak.

Dalam perkembangannya, dengan adanya UU No. 40 Tahun 2008 tentang Pengha pusan
Diskriminasi Ras dan Etnis, maka bertambah pula kategorisasi tema hak yang dapat diadukan ke
Komnas HAM, vyaitu hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif (sesuai dengan pasal 4 UU No
40 Tahun 2008). Dari 5.314 berkas pengaduan yang diterima Komnas HAM RI, setelah ditelaah,
536 ber kas diantaranya bukan dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Atas 536 berkas aduan

yang tidak masuk kategori sebagai pelang garan HAM, direspon dengan memberikan surat yang
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berisi penjelasan ataupun saran untuk menyampaikan pengaduan kepada lembaga/instansi yang

lebih tepat. terdapat 3 (tiga) hak yang paling banyak diadukan, yaitu:

1. hak atas kesejahteraan meliputi konflik lahan, sengketa ketenagakerjaan dan
kepegawaian, penggusuran rumah t inggal dan pedagang, kesehatan, serta buruh migran;

2. hak memperoleh keadilan, yang umum nya berkaitan erat dengan kinerja aparat penegak
hukum yang meliputi 1 Komnas HAM menjalankan fungsi pengawasan segala bentuk
upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis sesuai dengan aturan dalam pasal 8 ayat (1)
UU No 40 Tahun 2008 kepolisian, kejaksaan, dan lembaga Pe radilan yang dilaporkan
bekerja tidak sesuai dengan prosedur, penyalahgu naan wewenang, atau penggunaan
kekuatan/kekerasan secara berlebihan;

3. hak atas rasa aman yang meliputi per lindungan diri pribadi, perlindungan politik,

perlindungan terhadap tempat t inggal, dan bebas dari penyiksaan/peng hilangan paksa.

Sepanjang 2020, Komnas HAM telah me nerima aduan 2.841 kasus. Pengaduan ter
banyak terkait dugaan pelanggaran hak atas kesejahteraan (1.025 kasus), hak atas keadilan (887)
dan hak atas rasa aman (179). Sedang kan pihak yang paling banyak diadukan ada lah kepolisian
(758), korporasi (455), dan pemerintah daerah (276). Berdasarkan data ter sebut, Kklasifikasi
dugaan pelanggaran HAM dan pihak yang diadukan tidak berubah dari tahun-tahun sebelumnya,
yaitu pelanggaran hak atas kesejahteraan, hak atas keadilan, dan hak atas rasa aman masih
dominan. De mikian pula keberulangan dan tipologi pihak yang diadukan, yaitu kepolisian,

korporasi, dan pemerintah daerah, yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

Pada Tahun 2021, Komnas HAM RI menerima 2.729 pengaduan dari masyarakat yang
disampaikan melalui audiensi daring dan luring, telepon, surel, sistem daring Pengaduan HAM

(DUHAM), dan pengiriman berkas melalui jasa ekspedisi atau pos. DKI Jakarta menjadi wilayah
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dengan aduan terbanyak (396 kasus), disusul oleh Jawa Barat (311 kasus), Sumatera Utara (246
kasus), Jawa Timur (242 ka sus), dan Jawa Tengah (147 kasus). Polri merupakan pihak yang
paling banyak diadukan (728 kasus), diikuti oleh korporasi (482 kasus), pemda (249 kasus),
pemerintah pusat (247 kasus), dan individu orang seorang (229 kasus). Pelanggaran hak atas
kesejahteraan menjadi yang terbanyak diadukan (1.009 kasus). Isu ini erat kaitannya dengan
sengketa lahan, sengketa ketenagakerjaan dan kepegawaian, pelayanan kesehatan, perlindungan
buruh migran, dan sengketa bertempat tinggal dan berkehidupan yang layak. Di posisi kedua
terdapat pelanggaran hak untuk memperoleh keadilan (910 kasus) yang meliputi pengaduan
tentang kinerja, kekerasan dan penyiksaan, dan pelanggaran kode etik aparat penegakan hukum

(kepolisian, Kejagung RI, dan lembaga peradilan).

Sementara itu, pihak yang diadukan terbanyak pada tahun 2022 masih sama seperti
tahun-tahun sebelumnya yakni Polri dengan 861 kasus, disusul dengan korporasi sebanyak 373
kasus, individu sebanyak 334 kasus, Pemerintah Pusat 253 kasus, dan Pemerintah Daerah
sebanyak 241 kasus. Hak yang terbanyak diadukan masih berkaitan dengan hak atas
kesejahteraan sebanyak 993 kasus. Selanjutnya, terba nyak kedua yang diadukan berkaitan
dengan hak memperoleh keadilan yang naik secara signifikan dari tahun sebelum nya mencapai
jumlah 987 kasus. Kemudi an hak atas rasa aman menempati urutan ketiga sebanyak 242 kasus.

Sedangkan aduan berdasarkan klasifikasi Non-HAM berjumlah 303 kasus.

Dengan adanya perhatian terhadap relasi antara bisnis dan HAM, Sekretaris Jendral PBB
melalui Dewan HAM kemudian menunjuk Prof. John Gerard Ruggie sebagai perwakilan khusus
untuk menyusun sebuah kerangka dasar yang dapat mempertemukan antara kepentingan bisnis

dan HAM. Pada tahun 2008, Prof Ruggie berhasil mengembangkan kerangka untuk untuk Bisnis
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dan HAM. Kerangka ini terdiri dari 3 (tiga) pilar yang masing-masing menunjukan peranan dari
setiap stakeholder yang terkait yaitu Pilar Perlindungan, Pilar Penghormatan dan Pilar
Pemulihan. Kemudian pada Juni 2011, Dewan HAM PBB mengesahkan kerangka tersebut
menjadi Prinsip-prinsip Panduan Bisnis dan HAM/ UN Guiding Principles on Bussines and
Human Right (UNGPs). Pada tahun 2011, bersamaan dengan adopsi Prinsip-prinsip Panduan
Bisnis dan HAM, Dewan HAM PBB juga membentuk kelompok kerja bisnis dan HAM dengan
tugas utama untuk mendorong implementasi dan disaminasi Prinsip-prinsip Panduan,
mengidentifikasi dan bertukar praktik-praktik yang baik, membantu membangun kapasitas
institusional negara-negara berkembang dan wusaha kecil/ menengah, dan memberikan
rekomendasi lebih lanjut kepada Dewan HAM PBB.

UNGPs Menyediakan 3 pilar yang saling tergantung atau interdependensi antar masing-
masing pilar, yakni :

1. Kewajiban negara untuk melindungi (¢o protect) HAM

2. Kewajiban perusahaan untuk menghormati (o respect) HAM

3.  Kewajiban negara dan perusahaan untuk menyediakan akses yang efektif bagi pemulihan
pelanggaran HAM (effective access to remedy)

Panduan ini telah diterima komunitas bisnis sebagai langkah dan upaya untuk mendekatkan
pada penghormatan HAM dalam bisnis. Sifat kunci UNGPs setidaknya terbagi menjadi 4 kunci,
sebagai berikut.

1. Berlaku untuk semua entitas bisnis/ korporasi, dalam semua bentuk, ukuran, sektor, dan di
setiap negara.
2. Meski ada pembedaan mengenai tanggung jawab, tetapi tanggung jawab negara dan

perusahaan saling melengkapi (complementary).
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3. Tidak memunculkan kewajiban hukum baru, karena sudah ada di berbagai instrument
hukum internasional, namun memperjelas implikasi dari kewajiban dan praktik yang sudah
ada tersebut.

4. Fokus pada pencegahan dan menyelesaikan dampak buruk operasi bisnis.

Indonesia telah mengambil langkah strategis untuk pelaksanaan UNGPs yang efektif, yaitu
melalui penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) Bisnis dan HAM bersama dengan ELSHAM
(Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia). Indonesia menjadi negara pertama di Asia
Tenggara yang meluncurkan RAN Bisnis dan HAM yang diinisiasi National Human Rights
Institutional (NHRs) serta organisasi masyarakat sipil. Peluncuran dilakukan oleh Komnas HAM
bersama dengan ELSHAM pada 16 Juni 2017 melalui Peraturan Komnas HAM No. 1 Tahun

2017 tentang Pengesahan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan diambil oleh penulis dalam
penulisan karya ilmiah ini adalah: Bagaimana Efektivitas Implementasi United Nation
Guiding Principles on Business and Human Right (UNGPs) dalam perumusan kebijakan di

Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian
1.3.1 Tujuan Objektif

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dan memberikan penjelasan mengenai
implementasi United Nation Guiding Principles on Business and Human Right (UNGPs) di

Indonesia.
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1.3.2 Tujuan Subjektif
1. Untuk menerapkan ilmu yang sudah diperoleh, sehingga dapat memberikan faedah bagi
peneliti sendiri dan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan
khazanah ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hubungan internasional.
2. Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana jurusan Ilmu
Hubungan Internasional, Fakultas 1lmu Sosial dan IImu Politik di Universitas Sriwijaya.
1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan manfaat dalam
menambah wawasan bagi mahasiswa Hubungan Internasional dan penelitian ini diharapkan juga
menjadi bahan referensi bagi penelitian studi yang ingin melakukan penelitian dengan topik yang
sama dengan penelitian ini.
1.42 Manfaat Praktis
1. Bagi penulis
Dapat meningkatkan pengetahuan dalam memahami implementasi UNGPs di Indonesia
dan urgensi diterapkannya kebijakan untuk penghormatan terhadap Bisnis dan HAM baik dalam
tingkat nasional maupun internasional.
2. Bagi Masyarakat
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru kepada masyarakat
mengenai konsep relasi bisnis dan HAM.
3. Bagi Pemerintah
Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam

mengevaluasi, memperbaiki permasalahan bisnis dan HAM di Indonesia.
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